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BUPATI MALKU. TENGGARA
PROVINSI MALUKU

FPERATURAN BUPATI MALUKU T'ENFGARA
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

FERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 105c
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENETAPAN KELOMPOK

Memimbang

Mengingart:

1.

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT1 MALUKU TENGGARA,

Bahwa bedasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang bk Keuangan
dan Administrasi  Pimpinan dan Angoota Dewan Perwakilan
Daerah Kabupaten Maluku Tonggara, maka perly melakukan
perubahan  atas  Besaran ‘[Unjangan  Komunikas! Insentit’
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara dan ditetapkan dengan Perturan
Bupiti Malultu Tenggara;

- Undang-Undang Nomor &0 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerab-daerah  Swatantra Tingkat I Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat [ Maluku Scbhagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1645);

Undang-Undang Nomar 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daemah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomar 4438);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembeniukan
Peraturan Perundangundangan [Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Tahun 2014 Nomar 244, Tambahan
Lembaran MNegara Nomor 3387), sebagaimana telah diobah
beberapa kal dengan perubabhan terakhir Undang-Undang Nomor
% Tahun 2015 lentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Neguara Tabun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah. Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Hevangan dan Adminisirasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Ferwakilan Ralkyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesig
Tahun 2017 Nomor 106, Tambzhan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 6057);

Pcraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Talhut
2008 ientang Pokok-Pokolk Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mszluku Tenggata Tahun 2008
Nomor 08 Seri A);

Peraturan Daerah Kahbupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahwun
2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabopaten Maluku Tenggara Tahun
2016 Nomor 3J;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun
2017 tenmtang Hak Keuangan Dan Administralil Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwalkilan Rakyak Daerah [Lembaran Daergh

Kabupaten Malika Tenggara Tabhun 2017 Nomor 1)

Peraiuran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Momor 4 Tahun
2017 lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dgerah Tahun
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenpgara Tahun
2017 Nomor 4}

MEMUTUSKAN

PERUIBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENCGGARA
NOMOR 105.c¢ TAHUN 2017 TENTANG CARA PENETAPAN
KELOMPOK KEMAMPUAN EKEUANGAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TE:IGGARA TAHUN 2018,
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemermtah Daecrah adalah Bupat sebagai unsur penyelenggara
pemermtahan daerah vang  'memnnpin pdaksanaan  wrusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah. otonom.
Bupatl adalah Bupati Maluku Tenggara.
Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyel Daemh yang berkedudukan
sebagal unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
Hﬂggﬁtﬁ Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
Anggota DPRD adalah Pcjabat Daerah yang memegang jabatan
anggota DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
Kemampuan Keaungan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk
menentukan kelompok kemampuan: kevangan dacrah yang ditetapkan
berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan kevangan daerzh.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seclanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemermtahan Daerah yang
ditetapltan dengan Peraturan Daerah.
Kemapuzn Keuangan Daerah adalabh hasd perhitungan atas besaran
pendapatan umun daerah dikurangi dengan belanja Pegawal Aparatur
Sipil Negara.
BAB Il
DASAR DAN TATA CARA PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN
KEUGANGAN DAERAH
~ Pasal 2

{1} Data yang digunaken scbagai dasar penghitungan Kemampuan

Keuangan Daerah adalah data Realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah 2 {dua} TahunAnggaran sebelumnya dari Tahun
Anggaran vang direncanakan.

{4 Penghifungan Kemampuan Keuangan Deerah dilakukan olek Tin

Anggaran Pemerintah Daerah.
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Poazal 3

Kemampuan Kevangan Daeah ditentukan  berdasarkan hasi
penghitungan atas besaran pendapatan umum Daerah dikurangi
dengan belanja Pegawal Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

a. Rp. 562.100.423042,54 - Rp. 258.557.966,219,00

b. Rp. 303.522.456.823,54

Pendapatan umum Daerah scbagaimana dtmaksud dalam ayat (1)
terdiri atas Pendapatan Ask Daerah ditambah Dana bagi Hasil dan
Dana Alokasi Unum dengan rincian. sebagai berikut:

a. Rp. 56068 .267.916 54 - Rp. 15.18%.041.126
Rp. 487.843.514.000 = Rp 262.100.423.042,54

Belanjs Pegawal Aparatur Siprl Negara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjmgan Belanja Pegawai Aparatur Sipil
Negara d Daerah yang meliputi belanja gaj dan tunjangan serta
tambanan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negarza, tunjangan
keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan berasdan tunjangan papk
penghasilan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah terdind alas 3 ftiga) kelompok, yaitu:
a. Tinggl.

b. Sedang dan

¢. Rendah

Kemapuan kmangan daerah bagi daerah  kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokan sebagai berikut:

a. D atas Rp. 550.000.000.000,00 (kma ratus lima pulub milyar
rupiah} dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi

b Rp. 300.000.000.000,09 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan
Rp. 550.000.000.000,00 (ima rams lma puluh milar rupiah)
dikelompokan pada Kemampuan Kenangan Daerah Sedang; dan

. i bawah Rp 300.000.000000,00 figa ratus rilyar rupiah)
dikelommpokan pada Kemampuan Kevangan Daerah Rendah.



BaB I
PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DARRAH

Pagal &
Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana pada pasal 5 ayal {1) dan
ayat (2} di atas maka Kabupaten Maluku Tenggara bwerada pada kelompok
kategori Sedang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati jni mulai berlaky pada tanggal diundangkan.
Agar s¢tiap corang mengetabuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini deéngan penempatannya dalam Berite Daerah
Kabugaten Malukn Tenggara,

Diundangkan & Langgar
pada tanggal & Januari 2018

SEKRETARIS PAE

PETRUS BERUATWARIN
Pernbina Utamid Madya
NP, 19601011 199003 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2018
NOMOR %4..



